LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

SERI: C NOMOR: |

Y- PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
PANGKALPINANG

NOMOR : O1 TAHUN 1996
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMAST MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DATAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIGOPAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendataan penduduk da—

. lam Kotamadya Daerah Tingkat IT Pangkal

LA Pinang diperlukan Sistem Informasi Mamna-
Jemen Kependudukan;

~ b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun
1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan perubaban dalam xrangka pe-
laksanaan pendaftaran penduduk, sebegai
mana telah di ubah untuk keempat kalinya
dengen Peraturan Daerah Nomor 3 Talum 93
tanggal 22 Mei 1993 dan dengan berlakunya
0 Permendagri Nomor 14 Tahmu: 1995 tanggal
21 Maret 1995, Peraturan Daerah tersebut
perlu diperbabarui disesuaikan dengan
v Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di

atas perlu di atur dan ditetapkan dengan
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting~
- kat II Pangkal Pinang.

.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang~Undang Nomor 28 Tamun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotap-
raja di Sumatera Selatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa.

Kepres RI Nomor Sé Tamm 1977 tentang
Pendafteran Penduduk.

P.P, Nomor 12 Talun 1984 tentang Perubah-
an Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting-"
kat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Beng-
ka'

Permendagri Nomor 1A Talnm 1995 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk da-
lam Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan.,

Kepmendsgri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan.

Kepmendagri Nomor 1 A Talnm 1995 tentang
Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku  serta
sarana penunjang laimnya yang dipgrguma~
kan dalam penyelenggaraan pendaftaran pen
duduk.

Kepmendagri Nomor 24 Talumn 1995 tentang
Prosedur dan tatacara _penyelenggaraan
pendaftaran penduduk dalam Kerangka Sis-
tem Informasi Manajemen Kependudulkan,

Kepmendagri Nomor 42 Tahun 1995 tentang
Pedoman Penyusunan Perda tentang -
nyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalem
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Xe-
pendudukan.

Keputusan Menteri Kehakiman No.M-04~PW, o7
«03 Tahun 1984 tentang Wewenang PPNS.

12; Keputusan DPHD Kotamadya Daerah Tingkat



.t

1

3

II Pangkal Pinang Nomor 01 Tahun 1993
tentang Peraturan Tata Tertid DPRD Kota~-
madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota—
madya Daereh Tingkat II Pangkal Pinang.

'

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II

PANGKAL PINANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEN-
DAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM IN-
FORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN KOTaMADYA
DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG,
BaB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
a. Gubernvr Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan.

Pemerintah Daersh adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang.

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangka.i
Pinang.

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadys Zepe~
la Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Camat adalah Wilayah Kecamatan dalam Kotamadye Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang.

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan

' bagian Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependuduk-

&

an adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pe-
ngelolaan dan peayajian informasi data penduduk termas~
suk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pen-
duduk dan Surat-surat Keterangan Kependuduksn.

Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan
bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Da~
lam Negeri adaleh rangkaien unsur-unsur dan kegiatan
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pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi - ke-
pendudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pe-
laksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah.

Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indo-
nesia maupun Warga Negara Asing Yyang bertempat tinggal
di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah: me-
menuhi ketentuan peraturan perundangan Yang berlaku. )

Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada da-
lam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin
tinggal terbatas.

Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagi-~
an atan seluruh bangunan yang tinggal bersama dan mam
kan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-
orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau sese-
orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan
yang mengurus keperluan keperluan hidupnya sendiri.

Kepala keluarga adalah :

1. Orang yang bertempat tinggal denéan orang lain baik
mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang ber-
tanggung jawab dalam keluarga itu.

2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.

< Kepala kesatrian, asram, rumsh piatu dan lain-lain
dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama~
sama.

Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam
Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tang
gungjawab kepala keluarga.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
NIX adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah
untuk seseorang yang telah didaftarkan sebagai pen-
duduk,

Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KX adalzah
Kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua ang-
gota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTpP
adalah Kartu sebagai bukti diri »(legimitasi bagi se-
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tiap penduduk daiam Wilayah Negara Republik Indonesia.

p. Bukm Induk Penduduk adalah Buku yang memuat catatan
perubahan penduduk dimasing-masing Desa/Kelurahan,

q. Buku Mutasi adalah Buku yang memuat catatan perubahan
data setiap penduduk dimasing-masing Desa/l(elura.‘nan.

r. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran
sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftar-
an penduduk yang meliputi Surat Keterangan lahir mati,
Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Pen-
duduk,

s, Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat gantl nema
perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah aga~
ma, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartn
keluarga dan perubahan’ alamat tempat tinggal.

t. Data Penduduk adalah kumpulan elemen data penduduk
yang terstiruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran
penduduk,

u. Desa dan Kelurahan adalah sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerin
tahan Desa.,

BAB 1II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pagal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan
pelayanan dalam penyelenggarasn pendaftaran penduduk.

Pasal 3

(1). Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib  men~
daftarkan diri kepada Pemerintah Daerah

{2). Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
termaguk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mu-
tasi biodata yang terjadi.

BaB III
NOMOR INDUK PENDUDUK (NIK)
Pasal 4
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Setiap penduduk wajib memiliki NIK,

NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkut
an didaftar sebagal penduduk di Wilaysh Negara Re-
publik Indonesia, N

NIK seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan ti=~
dak dapat dipergunakan oleh penduduk lain,

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa
/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lame
bataya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ke~
lahiran,

Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu se=-
bagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini  dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan Camat setempat.

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pa
sal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta di
terbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kaxrtu Ke-
luarga yang ditanda tangani oleh Camat setempat.

Pagal 6

Kelahiran bayl yang mati di atas 7 (tujuh) bulan
usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa
/Kelurahan setempat.

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimsksud ayat (1)
pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati,
Bagian Kedua
Pelaporan Kematian
Pagal 7

Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/
Kelurshan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sejek tanggal kematian.

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1)
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pasal ini, dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi
Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan kematian
dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat
setempat.,

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pagal §

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib
didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

(n.

(2).

Pagal 9

Setiap perpindshan penduduk dicatat dalam Buku Induk
dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Ke~
terangan Pindeh yang ditandatangani oleh Camat se-
tempat.

Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan
Penduduk Sementara di atur sebagai berikut :

a, Perpindahan antara Kelurshan/Desa dalam suatu Ke-
camatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam
Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang
ditanda tangani oleh Camat setempat.

b+ Perpindahan antar Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di.
terbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandata~
ngani oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

¢, Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau
Keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah
yang ditandatangani oleh Gubermur Kepala Daerah.

Pasal 10

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam ling-
kungan satu Kelurahan/Desa hanya merupakan perubshan ala—
mat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan
pindah,

Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

(1). Redatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang di
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akibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala
Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat -
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal -
kedatangan,

Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk

Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah -
dalam Wilayah Negara Reputlik Indonesia wajib didaf -
tarkan kepada Walikotamadya Kepale Daerah dalam Jange
ka waktu selambat~lambatnya 14 (empat belas) hari ker
Jja sejak tanggal kedatangan,

Kedatangan penduduk Sementara.dari Negara lain wajib
didaftarkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam
Jangka waktu selambat-lambatnya 14 fempat belas) hari
kerja sejak tanggal kedatangan,

Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana di
maksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini, =
dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan -
Camat setempat bagi penduduk Warga Negara Indonesia

dan Gubernur Kepala Daerazh bagi Penduduk Warga Negara
Asing atau Penduduk Sementara,

Pasal 12

Pendaftaran kedatangan penduduk warga Negara Indone. =
sia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam buku
Induk Penduduk,

Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing di
terbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan
Kartu Keluarga serta dicatat dalam Bukn Induk Pendu -
du-k.

Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Suwat Kete
rangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Ketee
rangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk
Penduduk Sementara,

Bagian Kelima
Pelaporan akibat Perubahan Status Kewarganegarasan
Pagal 13

Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat
penetapan dari Instansi yang berwenang Wajib dilapor-
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kan kepada Walikotamadya Kepala Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah mencatat perubahan seba -
gaimana dimakeud ayat (1) pasal ini, dan menerbitkan
Suraet Keterangan Perubahan’ Status Kewarganegaraan.

Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilapor =
kan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) parsal
ini, dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam
Perubahan Status Kependudukan
Pasal 14 ’

Perubahan Status Kependudukan dari penduduk Sementa «~
ra menjadi Warga Negara Asing dapat diterbitkan sete-
lah yang bersangkutan memperolah Surat Keterangan -
Kependudukan dari Instansi yang berwenang,

Perubahan Status Kependuduken sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, didafterkan kepada Walikotamadya
Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pen -
daftaran Penduduk,

Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) -
dan ayat (2) pasel ini diterbitkan NIK den Kartu Ke «
luarga., .

Bagian Ketujuh
Mutasi Biodata
Pasal 15

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepa-
da Kepala Kelurahan / Desa setempat.,

Pasal 16

Pendaftaran Mutasi biodate sebagai dimaksud pasal 1%
peraturan Daersh ini dicatat dalam Buku Induk Pendu -
duk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu
Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk,

BAB V
KARTU KELUARGA
Pasal 17
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(1). Setiap Kepala Keluarga wajio memiliki Kartu Keluarga
(2). Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan

data semua Anggota Keluarga.

.

Pagal 18

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4
(empat) dan diberikan masing-masing untuk :

—.Kepala Keluarga (lembar Pertama) °
- Ketua RT (lembar Keduna)
~ Kepala Kelurahan/Desa (lembar Ketiga)

# Camat (lembax Keempat)

(1).

(2).
(3.

BAB VI
KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 19

Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun ataun
telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Pen =
duduke

Setiap Penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Pene
duduk.

Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan -
Keterangan WNA,

Pasal 20

Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan da~
pat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Pen-
dvuduk Baru.

Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia
60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tande
Penduduk yang berlaku seumur hidup.

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal  ini
hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bexr =
tempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung
ataupun tidak langsung dengan Organisasi terlarang.

Pasal 21

Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Camat ataa
nama Walikotamadya Kepala Daerah,
BAB VII
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PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN )
Bagian Pertama
Data Kepandudukan
Pasal 22

{1). Data Kepzndudukan merupakan Dokumen Pemerintah Dae-:

rah yang harus dipelihara dan dilindungi.
(2). Data Kependudukan sebagai Kumpulan elemen date ter—
sebut diperoleh dari hasil Pendaftaran Penduduk.
Bagian Kedua 3
Pengelolaan Data
Pasal 23

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyeleng -
garaan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat ke-
Pendudukan di Daerah,

Pagal 24

(1), Data Kependudukan yang diperolah dari hasil penye -
lenggaraan Pendafteran penduduk secara pisik disime
pan di Kantor Pengelolaan Data Elekironik Pemerin: =
tah Daerah,

(2). Kantor Pengelolaan Data Elektronik Pemerintesh Dae-
rah mengolah Data Kependudukan sebagaimans yang
dimaksud ayat (1) pasal ini untuk memermhi kebutu. o .
han Instansi Pemerintah dan pihak Swasta di Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 25

(1). Kepala Kelurshan/Desa wajib melaporkan data hasil
pendafiaran Penduduk di Wilayalnya yang disampaikan
kepada Camat setiap Triwulan.

(2). Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran pen =
duduk di Wilayahnya kepada Walikotamadya Kepala Dae
erah setiap triwulan,

BAB VIII
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PROSEDUR DAN TATA-CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 26 z

Prosedur dan tata cara penyelenggarasn Pendaftaran Pene
duduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan Komposisi
NIK bentuk dan isi Buku / Formulir serta bentuk dan is:
laporan Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalszz
lampiran I, II dan III serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pada Peraturan Daerah ini.,

BAB IX

BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

£2), Biaya pelaysnan penyelenggaraan Pendaftaran Pendu -
duk adalah sebagal berikut :

(a) Biaya penerbitan Kartu Keluarga sebesar Rpo
1,500 (Seribu lima ratus rupiah).

(b) Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Ne-
gara)lndonesia sebesar Rp,2.,000,~ (dua ribu ru-
piah).

{c) Bisya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Nee
gara Asing sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu zu~
piah).

{1) Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk Warga Ne-

gara Indonesia sebesar Rp.,1.000,~ {seribu zu-
piah)u

(e) Biaya pendaftaran Kelshiran Penduduk Warga Ne -
gara Asing sebesar Rp.2,500,~ {dua ribu = lima
ratus rupiah),

(£) Biaya Pendaftaran Penduduk Baru Warga  Negara
Indonesia sebesar Rp,1.000 (sexibu rupiah),

() Biaya Pendaftaran Penduduk Baru Warga Negara
Asing sebesar Rp.2,500,- (dua ribu lima ratus
rupiah).

h) Biaya penerbitan at Keter: Pendaft -
(h) Biaya penerbitan Supsh Keterangan Pendaftaran
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perpanjangan sebesaxr Rp.1,500,~{seribu lima ra -
tus rupi&h)-

(i) Biaya pendaftaran Pindah Perduduk Warga Negara -
Indonesia sebesar Rp.1.000,~(seribu rupiah).

() Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk Warga Negara
Asing sebesar Rp.5.000,-(1lima ribu rupiah),

(k) Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal sebesar
Rp.1,000,=(seribu rupiah),

(1) Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarga=
negaraan sebesar Rp.5,000,~(lima ribu rupiah),

Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ter
masuk biaya administrasi (leges).

Penerimasn dimaksud ayat (1) pasal ini disetor kepada
Bank Sumatera Selatan Cabang Pangkalpinang selaku
pemegang Kas Daexrah sesuai peraturan perundang -
undangan yang berlaku,

BAB X
KBETENTUAN PIDANA
Pagsal 28
Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, di-
ancam pidana kurungan selama~lamenya 6 (enam) bulan

atau denda sebanyak-~banyaknya sebesar Rp.50,000,~ =
(1ima puluh ribu mpim§

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal =
ini adalah penggaran,

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 23

Selain Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak

pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana -
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga di-
lakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PENS) diling-
kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di-
tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku,
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Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyi -
dik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengadwan deri seorang ten-
tang adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan,

c. Menyuruh berhenti seorang teréangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka,

de Melakukan penyitaan denda dan atau Surat.
e, Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa se-
bagai tersangks atau saksi.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara,

h, Mengadakan penghentian penyidikan setelah men~
dapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidek ter-
dapat culp bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada pe~
nuntut umum, tersangka atau keluarganya.

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan,

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah
ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah se-
panjang mengenai pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peratur
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang
Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tan
da Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan
pendaftaran penduduk dalam Kotemadys Daerah Tingkat
II Pangkal Pinang beserta perubahan-perubahannya ber
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ikut peraturan pelaksanaan dicabut dan dinyatakan ti
dak berlaku legi.

Pagal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan. ‘
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya  memcicintah
kan pengundangan Peraturan Daersh ini dengan  penenpatan

nya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkal Pinang.

Ditetapkan di ¢ Pangkal Pinang

Pade T al 3 18 Januari 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Cap / dto,
Pangkal Pinang,

DRS, H., SCFYAN KESUIN,
Cap / dto,

ABDUL AZIZ LUBIS,

DISAHEKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK, I SS
Tanggal ¢ 28 Februari 1996.
Nomor : 091/SK/IV/1996.

Sekretaris Wilaysh Daerah
Ub, Kepale Biro Hukum,
Diundangkan dalam ILembarar:
Cap / @40,  Doeran Kotamadys Dati  IT
BUSTAM ABUNAWAR, sH,  -aogkal Pinang
Pembina Tk.I Nip : 440009191 .Nomor 11 Tahun 1996,
Seri C ; Nomor : 02
Tanggal: 9 Oktober 1996,

Sekretaris Kotamadya,
Cap / dto,

DRS., BASRI INTIP.~
Pembina Utama Md Nip : 440005199.




LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKAL PINANG.

NOMOR : 01 TAHUN 1996
TANGGAL s 18 JANUARI 1996.

TENTANG + PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PEN-
DUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFCR
f MAST MANAJEMEN XKEPENDWDBKAN DATLAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANG-

KAL PINANG.

PROSEDER DAN TATACARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDEDEK

.

I, PROSEDUR DAN TATACARA PENERTIBAN KARTW KELUARGA.
A. Persyaratan,

e
b.
Ce.
d.
(-1
£.
&e

h‘

Surat Pengantar dari RT/RW.

Kartu Keluarga lama.

Akta Perkawinan/Pereeraian,

Akta Kelahiran.

Akte Pengangkatan Anak.

Surat Keterangan Ganti nama.

Surat Pendaftaran Penduduk (SKPP) bagi Penduduk
WhA,

Keterangan Pajak Bangsa Asing bagi WNA.

B. Bentuk Masukan.

1.
2.

Formulir Permohonan Kartu Keluarga (Model FS~01)
Formulir Isian Biodata Penduduk {Model FS-02).

Cs Bentk Keluaran.

te

Kartu Keluarga (Model 0S-01).

D. Prosedur.

1. Penduduk/Kepala Keluarga berkewajiban :

a. Mengisi formmlir permohonan Kartu Keluarga
(Pormulir Model ¥5-01) dan mengisi Formulir
isian biodata penduduk (Formulir FS-02) baik
Kepala Keluarga msupun setiap Anggota Keluar—
&a.

16,
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-

b, Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.

2. Desa/Kelurshan berkewajiban :

.

€e

Menerima dan meneliti berkas pendaftaran
penduduk (Formulir Model FS-01 dan  For-
mulir FS-02 serta persyaratannya).

iieneliti kelengkapan berkas pendaftaran
penduduk,

Memberikan resi tanda terima pendaftaran
(Formulir FS~01 lembar III).

Mempersiapkan Formulir Model FS-01  lembar
II. '

Menyiapkan dan mengirimkan berkas pen—
daftaran penduduk (Formulir Model FS - 01
lembar I dan Formulir FS-02 serta per-
syaratannya) ke Kecamatan.

3+ Kecamatan berkewajiban :

Qe

Menerima dan meneliti berkas  pendaftaran
penduduk (Formulir Model FS-01 ~ lembaxr I
Formulir Model FS-02 persyaratannya) dari
Desa/Kelurahan.

Melakukan perekaman dan sesuai Formulir Mo
del FS-01 lembar I dan Formulir Model FS-
02,

Mengarsipkan berkas pendaftaran penduduk.

Melakukan pengiriman hasil perekaman data
dalam bentuk File Komputer ke Kotamadya
melalui saransa Telepon atau Diskette.

4. Kotamadya berkewajibzn :

Se

De

de

Melakukan proses penerimasan hasil perekam—
an data dari Kecamatan.

Melakukan proses pemutahiran Bank data kee
pendudukan.,

Melakukan proses penerbitan Kartu Keluarga

Melakukan pengiriman Kartu Keluarga ke
Kecamatan.
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@, Melakukan proses pengiriman hasil pengolahw
an data ke Kecamatan dan Propinsi melalui
sarana Telepon atau Deskette.

5. Kecamatan berkewajiban :

a, Menerima, meneliti dan menandatangani Kartu
Keluarga dalam 4 (empat) rangkap.

b. Menyiapkan dan mengirimkan Kartu Kelnarga
(Model 0S~01) lembar I, IT dan III ke Kane
tor Desa/Kelurahan, sedangkan IV diarsipkan
di Kecamatan,

¢. Melakukan proses pemutakhiran data kependu-—
dukan berdasarkan hasil pengolahan data
yang diterima dari Kotamadya.

6. Desa/Kelurahan berkewajiban :

a, Menerima resi tanda terima pendaftaran pen-
duduk dan menyerahkan Kartu Keluarga lembar
I kepada penduduk yang bersangkutan.

b. Menyerahkan Kartu Keluarga Lembar II kepadn
Pengurus RT,
c¢. Mengarsipkan Kartu Keluarga lembar III,

d. Mencatat data penduduk berdasarkan Kartn
Keluarga, dalam Buku Induk Penduduk.

1X, PROSEDUR DAN TATACARA KARTU TANDA PENDUDUK.
A. Persyaratan :
1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Baru.

- Surat Pengantar dari RT/RW,

- Kartu Keluarga.

- Pas photo ukuran 3 X 4 Cm sebanyak 3 (ti-
ga) lembar, dengan tampak wajah meliputi
70% bidang photo dan dengan latar bela~
kang warna putih,

2. Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk,

- Surat Pengantar dari RT/RW.
-~ Kartu Keluarga. :
-~ XTP yang telah habis masa berlakunya.
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: v
- Pas photo ulkuran 3 x 4 Cm sebanyak 3 (ti-
ga) lembar, dengan tampak wajah meliputi
70% bidang photo dan.dengan latar bela-
kang warna putih.
3. Perbaikan Kartu Tanda Penduduk Hilang/Rusak

-~ Surat Pengantar dari RT/RW.
- Kartu Keluarga.
- KTP yang rusak.
- Pas photo ukuran 3 X 4 Cm sebanyak 3 (ti-
ga) lembar, dengan tampak wajah meliputi
70% bidang photo dengan latar belakang
warna putih,
-~ Surat Keterangan dari Kepolisian bagi me-
reka yang kehilangan XTP.
B. Bentuk Masukan.
1, Pormulir Kartu Tanda Penduduk (Model FS~03)
C. Bentuk Keluarga. '
1., Kartu Tanda Penduduk (Model 05-02).

D, Precsedur.

1. PendungZemohon berkewajiban

a, Mengisi Pormulir permohonan Kartu - Tanda
Penduduk (Formulir PS-03),

b. Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan,

2, Desa/Kelurahan berkewajiban :

a, Menerima dan meneliti berkas permohonan
KTP (Pormulir Model FS-03 dan persyarat~
annya).

b. Memberikan resi tanda terima permohonan
(Formulir Model FS-03 lembar III).

¢. Menyiapkan dan mengirimkan berkas per-
mohonan KTP (Formulir Model FS-03 lembar
I dan persyaratannya lembar I ke Camat).

3. Kecamatan berkewajiban :

a, Menerima dan meneliti berkas permchonan
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KTP yang diterima dari Desa/Kelurahan,

b. Melakukan perekaman data sesuai Formulir
¥S-03 lembar I. .

¢, Mengarsipkan berkas permohonan KTP.

d. Melakukan pengiriman hasil perekamsn data
dalam bentuk File Komputer ke Kantor Kota
madya melalui sarana Telepon atau Disket—
te.

4. Kotamadya berkewajiban :

a. Melakukan proses penerimaan hasil pereka~
man data dari Xecamatan,

b. Melakukan proses Verifikasi data ke Bank
data Kependudukan.

c. Melakukan proses penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (Model 03-03).

d, Mengirimkan Kartu Tanda Penduduk Ke Keca—
matan.

5. Kecamatan Bexrkewajiban 3

a. Menerima, meneliti dan menandatangani -
Kartu Tanda Penduduk.

b. Melakukan lamitasi KTP tersebut.

¢. Mengirimkan Kartu Tanda Penduduk ke Desa/
Kelurahane.

6. Desa / Kelurahan Berkewajiban ¢

Menerima resi tanda terima permohonan dan
menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepad:. Pen—
duduk yang bersangkutan,

I1I.-PROSEDUR DAN TATACARA PELAPORAN KELAHIRAN 3
A, Persyaratan -
a. Surat Pengantar dari RT/RW,
b. Kartu Keluarga.

¢, KTP Orang Tua,
d. Akta Perkawinan.
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es Surat Keterangan Kelahiran dari Dok—
texr/Biden,

f. Keterangan Pajak'Bangsa Asing bagi
WKNA,

Penduduk Sementara,.
a, Surat Pengantar dari RT/RW,

be Surat Keterangan Tempat Tinggal -
(SKTT).

8. Akta Perkawinan.

d, Surat Keterangan Kelahiran dari Dok
ter/Bidan,

e. Keterangan Pajak Bangsa Asing Dbagi
WNA,

Bentuk Masukan ¢

1, Pormulir Pelaporan Kelahiran (Model
FS-04).

Bentuk Keluaran :
1. Kartu Keluarga (Model 0S-01),

2. Surat Keterangan Kelahiran (Model 0S
~03).

Prosedur :

1. Pelapor/Kepala Kelunarga Berkewajiban

a. Mengisi Formulir Pelaporan Kela -
hiran (Model FS=04).

b. Melampirkan persyaratan yang di =
butuhkan,

2, Desa/Kelurahan Berkewajiban :

a, Menerima dan meneliti berkas Pe -
laporan Kelahiran (Formulir Model
FS-04 dan persyaratan),

b, Memberikan resi tanda terima pe «

poran (Foemulir Model FS-04 lem -
bar III).
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Mengarsipkan Formulir Model FS-04 lembar II.

Menyiapkan dan mengirimkan berkas pelaporan
Kelahiran (Formulir Model FS-04 lembar I  dan
persyaratannya ke Keecamatan.

3, Kecamatan berkewajiban :

e

b‘

G,

d.

Menerima dan meneliti berkas pelaporan kelahir
an (Formulir Model FS-04 lembar I dan persya-
ratannya) yang diterima dari Desa / Kelurahea,

Melakukan perekaman data ses ai Formulir Model
¥5-04 YLembar I,

Mengarsipkan Formulir FS~04 lembar I dan per-
syaratannya.

Melakukan pengiriman hasil perekaman data da~

lam bentuk File Komputer ke Kotamadya melalui
Telepon atau Diskette.

4. KEotamadya berkewajiban :

Qe

b.

O

d.

€.

Melakukan proses penerimaan File hasil pexrekam
an data dari Kecamatan.

Melakukan proses Verifikasi dan  pemutakkiran
data ke Bank Data Kependudukan

Melakukan proses penerbitan Kartu Keluarga (Mo
del 0S=01) untuk penduduk WNI dan penduduk
WNA.

Melakukan pengiriman Kartu Keluarga hasil ce-
takan ke masing-masing Kecamatan.

Melakukan pengiriman hasil proses data dalam
bentuk File Komputer ke Kecamatan dan Propinsi
melalui Telepon Diskette.

5. Kecamatan berkewajiban :

ae

b.

C.

Melakukan pemutakhiran Bank Data Kependudukan
berdasarkan data hasil proses yang diterima da
ri Kotamadya Pangkal Pinang. ’

Melakukan proses penerbitan Surat . Keterangan
Kelahiran (Model 0S-04). .

Menerima, meneliti dan menandatangani Kartu
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Keluarga dalam rangkap 4 (empat) yang diterima
dari Kotamadya Pangkal Pinang.

Mengarsipkan Kartu Keluanga lembar IV yang te-
lah ditandatangani.

Menyiapkan dan mengirimkan Surat Keterangan -
Kelahiran dan Kartu Keluarga ke Desa/Kelurahan

.6, Desa/Kelurahan Berkewajiban :

A E,

b.

Cs

d.

-

Menerima dan Menandatangani Suraf Keterangan
Kelahiran (Model 0S=04) yang diterima dari
Kecamatan.

Menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kar
tu Keluarga lembar I (hanya untuk Penduduk WNA
dan Penduduk WNI),

Menyexrahkan Kartu Keluarga ke II kepada Pengu=—
rus RT,

Mengarsipkan Kaxtu Keluarga lembaran III dan
resi tanda terima Pelapor,

Mencatat data penduduk yang baru lszhir berda -
sarkan Surat Keterangan lahir dalam Buku Induk
Penduduk ataeu Buku Induk Penduduk Sementara =
bagl Penduduk Sementara.

i'. PROSEDUR DAN TATA CARA PELAPORAN LAHIR MATI :

A.

Persayaratan :

Penduduk :

a. Surat Keterangan dari RT/RW,
b. Kaxtu Keluargae

c. KTP Orang Tua.

d. Akta Perkawinan,

e, Surat Keterangan Visum et Revertum daxri Dok~
ter Puskesmas/Rumah Sakit atau Surat Ketera-
ngan lainnya,

f. Keterangan Pajak Bangsa Asing bagi WNA,
Penduduk Sementara ¢
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Surat Pengantar dari RT/RW.

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Akta Perkawinan, :

Surat Keterangan Visum et Repertum dari Dokter
Puskesmas/Rumeh Sakit atau Surat Keterangan la~-
innya.

Keterangan Pajak Bangsa Asing bagi WNA.

B, Bentuk Masukan,

1, Formulir pelaporan lahir mati (Model FS-06).
Bentuk keluaran,

1. Surat keterangan lahir mati (Model FS~05),
Prosedur.

Te Pendud}_lﬁ?elapor berkewajiban :

2

Mengisi formulir pelaporan lshir mati (Model
FS=06).

be Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan,
2. Desa/Kelurahan berkewajiban s

a.

be

de

Menerima dan meneliti berkas Pelaporan lahir
mati (Formulir Model F=06 persyaratannya).

Memberikan resi tanda terima pelaporan (For-
mlir Model FS-06 lembar III), yang juga
berlaku sementara untuk memperoleh izin pe-
makaman dari Dinas Pemakaman atau Unit yang

berkalitan dengen pengurus pemakaman,
Mengarsipken Formulir Model FS-05 lembar II.

Mengirimkan berkas Pelaporan Iahir Mai!(For—
mulir Model FS=-06 lembar I dan persyaratan—
nya) ke Kecamatan.

3. Kecamatan berkewajiban :

=

be

Menerima dan meneliti berkas Pelaporan Lahir
Mati (Pormulir Model FS-06 dan persyaratan—
nya) dari Desa/Kelurahan. '

Melakukan perekaman data sesuai Formolir Mo-
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del ¥S~06 lembar I.

6. Melakmkan proses penerbitan Surat Keterang-
an Lehir Mati (Model ©S-06).

d. Mengirimkan Surat Keterangan Lahir Mati (Mc
del 0S-06) ke Desa/Kelurahan.

e. Melakukan pengirimen hasil perekaman data
dalam bentuk File Komputer ke Kotamadya me=
lalui sarana Telepon atau Diskette.

4. Desa/Kelurahan berkewajiban : ,

a. Menerima dan menandatangani Surat Keterang-
an Lahir Mati (Model 0S-06) dari Keeamatan,

b, Menerima resi tanda terima pelaporan dan
menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati ke
pada Penduduk yang bersangkutan.

c. Mencatat data penduduk yang meninggal ber-
dasarkan Surat Keterangan Lahir Mati dalam
Buku Mutasi Penduduk bagi penduduk dan da~
lam Buku Mutasi Penduduk sementara bagi pen
duduk sementara.

V. PROSEDUR DAN TATACARA PELAPORAN KEMATIAN.
A. Persyaratan Pelaporan Kematian :
Penduduk :
a, Surat Pengantar dari RT/RW.
b. Kartu Keluarga dimena yang meninggal terdaftar.

o, Surat Keterangan Visua Et Repertum daxi Dokter
Puskesmas/Rumah Sakit atau Surat Keterangan laine
nyae. '

d. Keterangan Pajak Bangsa Asing vagi WNA.
Penduduk Sementara :

a. Surat Keterangan dari RT/RW.

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

¢, Surat Keterangan Visum £t Remertum dari Dokter
Puskesmag/Rumah Sakit atau Surat Keterangan lain~
nya.
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d. Keterangan Pajak Bangsa Asing bagi WNA.
B. Bentuk masukan

1. Formulir Pelaporan Kematian (Model FS-05).
C. Bentuk Keluaran :

1. Kartu Keluarga (Model 0S-01). !

2. Surat Keterangan Kematian (Model 0S-05).
D, Prosedur :

1. Pelapor/Kepala Keluarga berkewajiban :

a, Mel)lgisi Formulir Pelaporan Kematian (Model FS-
05). .
b, Melampirken persyaratan yang dibutuhkan,

2, Desa/Kelurahan berkewajiban :
a2, Menerima dan meneliti berkas pelaporan kemati-~
an (Formulir Model FS-05 dan persyaratannya).

b. Memberikan resi tanda terima pelaporan (Formm-
1ir Model FS-05 lembar III).

¢. Mengarsipkan Formulir Model FS-05 lembar II.

d. Mengirimkan berkas pelaporan kematian ( Formue
lir Model FS-05 lembar I dan persyaratannya )~
ke Kecamatan.

3. Kecamatan berkewajiban s

a, Menerima dan meneliti berkas pelaporan kemati-
an (Formulir Model FS-05 lembar I dan . pexsye~
ratennya) dari Desa/Kelurshan.

b. Melakukan perekaman data sesuai Formulir Model
FS-05 lembar I.

¢. Melakukan proses penerbiian Surat  Keterangan
Kematian (Model 05-05).

d. Melakukan pengiriman hasil perekaman data da-
lam bentuk File Komputer ke Kotamadya melalui
sarana Telepon atau Diskette.

4. Eotamadve berkewajiban :
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Melakukan proses penerimaan hasil perekmnan
data dari tingkat Kecamatan.

Melakukan Proses Verifikasi dan Pemutakhiran
data ke Bank data Penduduk.

Melakukan proses Penerbitan Kartu Keluarga =
(Model 08-01) untuk Penduduk WNI atau Penduduk
WNA, Jjika masih ada data Anggotanya.

Melakukan Pengirimen Kartu Keluarga ke Keca - ‘
matan, . ’ ‘

Melakukan Pengiriman data hasil proses dalam
bentuk File komputer ke Kecamatan dan Propinsi
melalui sarana Telepon atau Diskette,

5. Kecamatan Berkewajiban :

&

be

Ce

de

(-

Melakukan Pemutakhiran Bank data Kependudukan
berdasarkan data hasil proses yang diterima
dari sarana Telepon atau Diskette,

Melakukan proses penerbitan Surat Keterangan
Kematian (Model 05-04).

Menerima Meneliti dan Menandatangani Kartu Ke-
luarga dalam rangkap 4 (empat),

Mengarsipkan Kartu Keluarga lembar IV,

Mengirimkan Surat Keterangan Kematian dan Kare
tu Keluarga ke Desa/Kelurahan.

6. Desa/Kelurahan Berkewajiban :

e

b.

Ce

d.
-

Menerima Surat Keterangan Kematian dan menan «
datanganinya.

Menerima resi tanda terime Pelaporan dan Me -
nyerahkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu
Keluarga lembar I kepada Penduduk yang bersang
kutan,

Menyerahkan Kartu Keluarga lembar II kepada
pengurus RT,

Mengarsipkan Kartu Keluargae lembar III.
Mensatat data Penduduk yang meninggal bexrdasar
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kan surat keterangan kematian dalam Buku Mutasi
Penduduk bagi penduduk sementara.

VI, PROSEDUR DAN TATACARA PENDAFTARAN PERPINDAHAN.

Persyaratan :

Penduark.

&. Surat pengantar dari RT/RW.

b. Kartu keluarga.

¢. KTP bagi penduduk yang pindsh.

d. Keterangan Pajak Bangsa Asing bagi WNA. .
Penduduk Sementara :

a. Surat pengantar dari RT/RW.

b. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT).

c. Keterargan Pajak Eangsa Asing bagi WNA.
Bentuk masukan : )

1. Pormulir pelaporan kepindahan (Model FS~07).
Bentuk keluaran :

1. Surat keterangan pindah (Model 0S=07). P

2, Kartu Keluarga (Model 05~01) bagi anggota ke-
luarga yang tidak ikut pindah.

Prosedur.,
Bagi Penduduk Wargs Negara Indonesia.
1. Pslapor/l(epa.la Keluarga berkewajiban @

a. Mengisi Formulir Permchonan Pindah ( Formulir
FS=0T).

b, Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan,
2. Desa/Kelurahan berkewajiban :

a. Menerima dan meneliti berkas permchonan pin-
dah (Formulir Model FPS-07) dan persyaratannya

b. Memberikan resi tanda terima permohonan (For-
mulir Model ¥S-07 Lembar III).



3.

4.

5.

29
¢. Mengarsipkan Formulir Model FS-07 lembar II.

d. Mengirimkan berkas permchonan pindsh { Formulir
FS~07 lembar I dan persyaratannya) ke Kecamatan,

Kecamatan berkewajiban :°

a. Menerima dan meneliti berkas permchonan pindsh
(Formulir Model FS-07) lewbar I dan persyaratan—
nya dari Desa/Kelurahan,

b. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Model FS=07.

¢« Melakuken perekaman data sesuai Formulir FS = 07
lembaxr I. 4

d. Mengarsipkan berkas permchonan pindah.,

e. Melakukan pengiriman hsil perekaman data dalam
bentuk file komputer ke Kotamadya melalui sarana
telepon atau diskette,

Kotamadya berkewajiban s

a. Melakukan proges penerimaan hasil perekaman data
dari Kecamatan.

b, Melakukan proses Verifikasi dan pemutakhiran data
ke Bank data kependudukan.

¢+ Melakukan proses penerbitan Kartu Keluarga apam-
bila masih ada data anggotanya.

d. Melakukan pengiriman Kartu Keluarga hasil cetakan
ke Kecamatan,

¢. Melakukan pengiriman hasil proses data dalam ben-
tuk file ke Kecamatan dan Propinsi melalui sarana
telepon atau diskeette.

Kecamatan berkewajiban :

2. Melakukan pemutakhiran Bank Data Kependudukan ber
dasarken hasil proses data yang diterima Kota~
madya.

b. Menerimea, meneliti dan menandatangani Xartu Ke-
luarga dalam rangkap 4 (empat),

¢. Mengarsipkan Kartu Keluarga lembar IV,

d. Mengirimkan Kartu Keluarga den Surat Keterangan
pindah ke Desa/Kelurahan,
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6. Desa/Kelurahan Berkewajiban

a, Menerima dan Menandatangani Surat Keterangau
Pindah.

b. Menerima resi tanda terima Pbrxmohonan dan Me-
nyerahkan Surat Keterangan Pindah atau beri-
kut Kartu Keluarga lembar I kepada  penduduk
yYang bersangkutan,

¢+ Menyerahkan Kartu Keluarga lembar II  kepada

Pengurus RT.

Mengarsipkan Kartu Keluarga lembar III dan

redan resi tanda terima Permohonan, *

Mencatat data Penduduk yang Pindah berdasar -
kan Surat Keterangan Pindah dalam Buku Mutasi.
Penduduk,

Bagi Penduduk Warga Negara Asing atan Penduduk Se=

bentara 3

(<

e

1. Pelapor Kepala Keluarga Berkewajiban i

ae Mengisi Formulir Permohonan Pindah (Formulir
Model FS-0T).

b, Melampirkan Persyaratan yang dibuiuhkan,
2, Desa/Kelurahan Berkewajiban :

a, Menerima dan Mereliti berkas Permohonan Pin-
dah (Formulir P8=~07 dan persyaratannya).

b. Memberikan Resi Tanda Terima Permohonan (For—
mlir Model FS-07 lembar III).

¢s Mengarsipkan Formulir Model FS07 lember II,

d. Mengirimkan berkas permohonan Pindah (Formu -
lir Model FS-07 lembar I dan persyaratannya)
ke Kecamatan,

3+ Kecumatan Berkewajiban i N

2, Menerima dan Meneliti berkas Permohonan Pin-
dah (Formulir Model FS~07 lembar I dan = .per-
syaratannya dari Desa/Kelurahan,

be Menerbitkan Surat Keterangan Pindsh (Model -
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05-074) untuk Kepindahan Wilayah Daerah
Tingkat II setempat atam Surat Pengantar Pin
dah (Model 05-07B) untuk Kepindahan antar
Daerah Tingkat II,

ce Melakukan Perekaman data sesuai Formulir Mo-
del FS~0T lembar I,

d. Mengarseipkan berkas Permohonan Pindah,

e, Melakukan Pengiriman hasil Perekaman date
dalam bentuk File Komputer ke Kotamadya me-
lalui Sarana Telepon atau Diskette,

Kotamadya Berkewajiban :

a, Melakukan proses Penerimaan Hasil Perekaman
data dari Kecamatan,

be Melakukan proses Verifikasi dan Pemutakhiran
data ke Bank data Kependudukan,

¢e Melakukan proses Penerbitan Kartu Keluarga
untuk Penduduk WNA apabila masih ada data
Anggotanya,

de Melakukan Pengiriman Kartu Keluarga _hasil
Cetakan Xe Kecamatan,

e, Melakukan Pengiriman hasil proses data dalam
bentuk File Komputer ke Kecamatan dan propin
si melalui Sarana Telepon atau Disket,

Kecamatan Berkewajiban @

2, Melakuken Pemutakhiran data . KeBandudukain
berdasarkan hasil proses data yang diterims
dari Kotamadya.

b, Menerima dan Meneliti dan Menandatangani Kar
tu Keluarga dalam rangkap 4 {empat).

¢. Mengarsipkan Kartu Keluarga lembar IV kepada
Pengurus RT,

d. Mengirimkan Kartu Keluarga dan Surat Ketera=
ngan Pindah ke Desa/Kelurahan,

Desa/Kelurshan Berkewajiban :
&, Menerima dan Menandatangani Surat Keberengan -
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8.

c.
¢. Menyerahkan Kartu Keluarga lembar II kepada peng-
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pindah,atau surat pengantar pindah.

b. Menerima resi tanda terima permohonan dan menyerah

kan Surat Keterangan Pindah atau surat pengantar
pindah dan atau berikut Kartu Keluarga lembar I
kepada penduduk yang bersangkutan.

urus RT.

d.,Menga.reipkan‘ Kartu Xeluarga lembar ITT . dan xesi

‘tanda terima permohonan.,

Pelapor/kepala keluarga yang akan pindeh antar daersh
Tingkat II bexrkewajiban 3

- Menyampaikan Surat Penganter Pindah (Model 0S~7B).
Kotamadya berkewajiban.
~ Menerima surat pengantar pindah (Model 0S<7B) dan

menerbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda-
tangani oleh Walikotamadye Kepala Daerah Tingkat II
untuk perpindahan antar daersh tingkat II dalam
Wilayah Daersh Tingket I setempat atau ditande~
tangani oleh Gubernmur Kepala Dasrah Tingkat I untuk
perpindahan antar Wilayah Daerab Tingkat I.

I, PROSEDUR DAN TATACARA PENDAFTARAN KEDATANGAN.

A. Persyaratan Penduduk WNI.

a. Surat pengentar dari RT/RW,
b, Surat keterangan pindah.

c. Surat keterangan berkelalkuan beik dari Kepolisi
an,

d. Pasport bagi penduduk WNI yang barv. datang dari
Luar Negeri,

c. Berita Acara Pembebasan Tahanan dari Kepala Lem
baga Pemasyarakaten bagi penduduvk WNI yang baru
keluar dari lembaga pemasyarakatan,

Penduduk WNA dan Penduduk Sementara.
a, Surat pengantar dari RT/RW.
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Surat keterangan pindah (Model 0S-07).

¢, Surat tanda melapor diri (STDM) dari Kepolisian

d‘

Qe

KIM/KIMS dari Imigrast.
SKX Model A/B dari Imigrasi.

Bentuk masukan :
= ™
Bentuk keluaran

1‘

Formulir Pelaporan Kedatangan.

Kartu Keluarga (Model 05~01).

Progedur.
Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia s

1.

2,

3

Pelapor/Kepala Keluarga berkewajiben 3

a, Mengisi Formulir Pelaporan Kedatangan (Model
FS-08).

b. Melampirksn persyaratan yang dibutuhkan,
Desa/Kelurahan berkewajiban :

2+ Menerima dan meneliti berkas pelaporan ke
datangan (Formulir Model FS-08 lembar III).

b, Memberikan resi tanda terima pelaporan For-
mulir Model FS-08 lembar III.

c¢. Mengarsipkan Formulir Model FS-08 lembar I.

d. Menyiapkan Model FS-08 lembar I dan persya~
ratannya ke Kecamatan.

Kecamaten berkewajiban :

a, Mensrima den meneliti berkas pelaporan ke-
datangan (Formulir Model FS-08 lembar I dan
persyaratannya) dari Desa/Kelurahan,

be Melakukan perekaman date sesual Formmlir Mo
del FS=08 lembar I.

c. Mengarsipkan berkas pelapor kedatangan.

d. Melakukan pengiriman hasil perekamsn data da
lam bentuk file komputer ke Kotamadya me-
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lalui sarana telepon atau diskette.

4, Kotamadya berkewajiban :

b‘

d.
e,

Melakukan proses penerimaan hasil perekaman data
dari Kecamatan. *

Melakukan proses verifikasi den pemutakhiran da~
ta ke Bank data Keperdudukan.

Melakukan proses penerbitan Kartu Keluarga.
Melakukan pengiriman Kartu Keluarga ke Kecamatan

Melekukan pengiriman hasil proses data dalam ben
tuk file komputer ke Kecamatan atam Propinsi mé-
lalui sarana telepon atau diskette.

5, Kecamatan berkewajiban :

8e

b.

Ce
d.

Melakukan pemutakhiran data Kependudukan yang
ada di Kecamaten berdasarkan hasil proses data
yang diterima.

Menerima, meneliti dan menandatangani Kartu Ke-
luargs delam rangkap 4 (empat).

Mengarsipkan Kartu Keluarga lembar IV.

Menyiapkan dan mengirimkan Kartu Keluarga ke De~
sa/Kelurahan,dari Kotamadya.

6. Desa/Kelurahan berkewajiban 3

e

.

Ce
de

Menerima resi tenda terima pelaporan dan menye-
rahkan Kartu Keluarga lembar I kepada penduduk
yang bersangkutan,

Menyerahkaen Kartu Keluarga lembar I/II kepada
pengurus RT.

Mengarsipkan Kartu Keluarga lembaxr III.

Mencatat data penduduk berdasarkan Kartu Keluar—
ga dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi.

Bagi Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

1. Pela.por/Kepala. Keluarga yang datang deri Daerah Tingkat
IT lain berkewajiban :

a, Mengisi Formulir Biodate Orang Asing (Model FS-10).
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b. Melampirken persyaratan yang dibutuhkan.
Kotamadya berkewajiban :
8. Menerima dan meneliii berkas pendaftaran kedatangan
(Formulir FS-10 dan persytratannya).

b. Melakukan proses perckamsn data berdasarkan berkas
pendaftaran dan melakukan proses Verifikasi pemu'ak=-
hiran deta Bank Data Kependudukaen,

¢. Melakukan proses penerbitan Surat Keterangan pendaf-
taran penduduk sementara (SKPPS, Model 0S-10A) atau
Surat Keterangan pendaftaran penduduk (SKPP, Model
0S-108) :

d. Melakukan pengiriman hasil proses data dalam filie
komputer ke Kecamatan dan Propinsi melalui sarana
telepon atan diskette,

Pelapor/Kepala Keluarga berkewajiban &

a. Mengisi Formulir Pelaporan Kedatangan Penduduk Orang
Asing Sementara (Model FS-084).

o Melampirkan Surat Keterangan Pendafteran Pendudulc
(SKPP, Model 0S~10B) untuk penduduk WNA dan Surat ke
terangan pendaftaran penduduk sementara (SKKS, Model
0S=-104A) wntuk penduduk semeritara,

Desa/Kelurahan berkewajiban :

a, Menerima dan meneliti pelaporan kedatangan penduduk
orang Asing sementara (Formulir Model FS-08A dan per
syaratannya.

b. Memberikan resi tanda terima pelaporan Formulir Mo-
del FS~08A lembar IIT).

c. Mengarsipkan Formulir Model FS-10A lembar II,

d. Menyiapkan Formulir Model FS-08A lembar I dan per~
syaratamya ke Kecamatan,

Kecamatan berkewajiban :

a. Menerima dan meneliti berkss pelaporan kedatengan
(Formulir Model FS-08A lembar I dan persyaratannya )
dari Desa/Kelurahan,

b. Melakukan pereksman date sesuai Formulir Model FS-
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08A lembar I.
¢. Mengarsipkan berkas pelaporan kedatangan.

d. Melakukan pengiriman hasil perekaman data bentuk fi-
le komputer ke Kotemadya melalui sarana telepon atau
diskette,

Kotemadya 'berkewajiban :

8. Melakukan proses penerimaan hasil perekaman data da~
i XKecamatan,

b. Melakukan Verifikasi dan pemutakhiran data ke Bank
data Kependudukan, .

c. Melakukan proses pene;:bitan Kartu Keluarga untuk pen
duduk WNA.

d. Melakukan pengirimen kartu keluarga ke Kecamatan,

e, Melakuken pengirimen hasil proses data dalam file
komputer ke Kecamatan dan Propinsi melalui  telepon
ataun diskette,

Kecamatan berkewajiban :

a. Melakukan pemutakhiran data kependudukan yang ada di
Kecamatan berdasarkan hesil proses data yang diteri-
ma dari Kotamadya.

b. Menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKIT,
Model 0S-12) bagi penduduk sementara.

¢. Menerima, meneliti dan menandatangani Kartu Keluarge
dalam rangkap 4 {empat).
d, Mengarsipkan Kartu Keluarga lembar IV,

e. Menyiapkan dan mengirimkan kartu keluarga dan ataun
Surat keterangan Tempat Tinggal ke Desa/Kelurahan.

Desa/Kelurahan berkewajiban 3 :

& Menerima resi tanda terima pelaporan dan menyerahkan
kartu keluarga lembar I untuk penduduk WNA atau su-
rat keterangan tempat tinggal untuk penduduk semen-
tara kepada penduduk yang bersangkutan.

b, Menyerahkan Kartu Keluarga lembar II kepada pengurus
RT,
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¢. Mengarsipkan Kartu Keluarga lembar III, )
d. Mencatat data penduduk berdasarkan Kartu Keluarga da
lam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi.
VIII. PROSEDUR PELAPORAN PERUBAMAN STATUS KEWARGANEGARAAN,
A. Persyaratan @

&8, Kartu Keluarga.
b. Kartu Tanda Penduduk.

c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk ( SKKP )
atau Surat Keterangan Pendaftaren Penduduk Se-
mentara (SKPPS) bagi penduduk WNA.

d. Surat Keterangan Perubahan Kewargasn  Negara
dari Departemen Kehakiman bagi Penduduk WNA.

e. Suret buki kewarganegaraan Republik Indonesia
bagi penduduk WNA.

B.. Bantuk masukan :

1. Formlir isian biodata penduduk (Model FS=02).
C. Bentuk keluaran

1, Kartu Keluarga (Model FS-01).

2. Kartu Tanda Penduduk {Model 0S-02)
D. Prosgedur.

1. Penduduk berkewajiban :

a. Mengisi formulir pelaporan perubahan status
kwarganegaraan (Model FS-11).

b. Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan,
2. Kotemadya berkewajiban :

a. Menerima dan meneliti bexkas perubshan sta~
tus kwarganegaraan (formulir Model FS - 11
den persyaratannya).

b, Memberikan resi tanda terima pelaporan (for
mlir Model FS-11 lembar III).

c. Melakukan perekeman data berdasarkan formu-
1ir Model FS~10 lembar I.
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d. Melakuksn proses verifikasi dan pemutakhiran
data ke Bank Data Penduduk.

e. Melakukan proses penerbitan surat keterangan
pelaporan perubahan status kwarganegaraan (Mo
del 0S-11).

f. Mengarsipkan berkas pelaporan perubshen sta-
tus kwarganegaraan.
&. Mengirimken hasil proses data dalam bentuk fi

le komputer ke Kecamaten melalui sarana tele~—
on atau diskette,

Penduduk berkewajiban 3 *

a, Menerima surat keterangan pendaftaran pexubah
an kwarganegaraan (Model 0S~i1) dan -memukar—
kan dengan resi tanda terima pendaftaran.

b. Melaporkan perubahan kwarganegaraan berdasar—
kan surat keterangan pelaporan perubshen sta~

tus kwarganegaraan kepada Kepala Desa/Kelurah
an setempat,

IX. PROSEDUR DAN TATACARA PENDAFTARAN MUTASI BICDATA.
A, Persyaratan 3

e
-8

e.
f.

e

. h.
i,

Surat pengantar dari RT/RV.
Kartu keluarga.
Kartu tanda penduduk.

Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi pen~
duduk sementara,

Akta perkawinan/perceraian.

Surat keterangan ganti nama dari Pengadilan Ne-
geri, .

Surat keterangan pengangkatan anzk dari Pengsdil
an Negeri,

Keterangan pajak bangsa asing.

Pas Photo Ukuran 3 X 4 Cm sebanyak 3 (tiga) lem-—
bar untuk mutasi yang mengakibatkan perubahan
pada kartu tanda penduduk (KTP).
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B, 3entuk masukan @

1. Formulir perubahan status kwarganegaraan ( Model
FS=11).

C. Bentuk keluaran ¢ *

1. Surat keterangan pendaftaran perubahan  kwarga—
¢ negarazn (Model 0S=11).

2, Kuartu keluarga (lodel 0S-10).
D, Prosedur.
1. Pelapor/Kepala Xeluarga berkewajiban &

a. Mengisi formulir perubshan biodata penduduk
(Formulir Model FS-02).

b. Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.
2. Desa/Kelurahan berkewajiban t .

a. Menerima dan meneliti berkas pendafiaran mu-
tasi biodata (Formmlir Model FS-02 dan per-
syaratannya).

b. Memberikan resi tanda terima pendaftaran((For
mulir Model FS-02 lembar III).

¢. Mengangsipken Formlir Model FS~02 lembaxr II,

d. Menyiapkan dan mengirimkan berkas pendeftaran
mtasi biodata (Formulir Model FS-02 lembar
dan persyaratannya) ke Kecamatan.

3. Kecamatan berkewajiban :

a. Menerima dan meneliti berkas pendaftaran mu-
tasi biodata (Formulir Model FS-02 lembar I
dan persyaratannys dari Desa/Kelurahan).

b. Melakukan perekamen date sesuai formulir Mo=-
del FS-02 lembar I.

¢. Mengarsipkan berkas pendaftaran mutasi bioda-
ta.

d. Melakukan pengiriman hasil perekaman dalam
bentuk file komputer ke Kotamadya melalui sa~
rana telepon atau diskette.
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Kotamadya berkewajiban :

a. Melakukan proses penerimaan hasil  perekaman
data dari Kecamatan,

b. Melakukan proses verifikasi dan pemutalchiran
data ke Bank Data Kependudukan,

¢. Melakukan proses’ penerbitan kartu . kelnarga
dan ataw berikut Kartu Tanda Penduduk untuk
WNI atau penduduk WNA,

d. Mengirimkan kartu keluarga dan kartu tanda
penduduk ke Kecamatan, .

€. Melakukan pengiriman hasil proses data dalam
bentuk file komputer ke Kecamatan dan Propin-
si melalui sarana telepon atau diskeette.

Kecamatan berkewajiban :

a. Melakukan pemutakhiran date penduduk berdasar
kan hasil proses data yang diterima dari Kota
madya.

Menerbitkan surat keterangan tempat tinggal
(SKTT) bagi penduduk sementara.

c. Menerima, meneliti dan menandatangani  kartu
keluarga dalem rangkap 4 (empat) dan  kartu
tanda penduduk.

4. Melakukan laminasi kartu tanda penduduk (KTP)
e. Mengarsipkan kartu keluarga lembar VI.

f. Mengirimkan kartu keluarga dan kartu tanda
penduduk ke Kantor Desa/Kelurahan.

Desa/Kelurahan berkewajiban :

a. Menerima resi tanda terima pendaftaran dan
menyerahkan kartu keluarga lembar I dan kartu
tanda penduduk kepada penduduk Yang bexrsang-
kutan.

b, Menyerahkan kartu keluargs lembar II kepada
pengurus RT,

ces Mengarsipkan kartu keluarga lembar III.

b



d. Mencatat data mutasi biodata berdasarkan kar-

tu keluarga dalam Buku Induk Penduduk.

X. PENDAFTARAN PERUBAHAN STATUS XEPENDUDUKAN.

A. Persyaratan :

a, Surat keterangan pendaftaran penduduk sementara

(skeps).

b. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT).

c. XX Model 4/B.
B. Bentuk masukan 3 3

t. Formulir pendaftaran Orang Asing (Model FS-10).
C. Bentuk keluaran :

1. Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap ( Mo~
del 05-08),

D. Prosedur.

1. Penduduk berkewajiban :

2.

=

b’

Mengisi formulir bivdata orang asing (Formulix
Model FS~10),

Melampirkan persyaraten yang dibutuhkan.

Kotamadya berkewajiban :

S

b.

Ce

de

e,

f.

Menerima dan meneliti berkas perubshan status
kependudukan (Formulir Model FS-10 dan per-
syaratannya).

Memberikan resi tanda terima pendaftaran (for-
mlir Model FS-10 lembar III),

Melakukan proses verifikasi dan pemutekhiran
data ke Bank Data Kependudukan.

Melakukan proses perekaman data berdasarkan
formulir Model FS-10 lembar I,

Melakukan proses penerbitan surat keterangan
pendaftaran penduduk (SKPP Mcdel 0S-10B).

Menerima rsi tanda terims pendaftaran dan mem-
berikan SKPP pada penduduk.



N1

A
42

8. Melakukan pengiriman hasil proses data dalam
bentuk file komputer ke Kecamatan dan Propinsi
melalul sarana telepon atau diskette.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG,

Ketua, Cap/dto,

Cap/dto,
Drs. H. SOFYAN REBUIN,
ABDUL AZIZ LUBIS.

DISABKAN
Dengan Surat Keputusan Gubermur Kdh.Tk.I SS
Tanggal :28 Pebruari 1996.
Nomo, 3 091/SK/IV/1996.
Sekretaris Wilayah Daerah
Ub, Xepala Biro Hukum,

Cap/dto,
S. BUSTAM ABUNAWAR, SH,
Pembina Tk, I Nip : 440009191,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkal Pinang.

Nomor ¢ 11 Tahun 1996,
Seri ¢ C ;3 Nomor : O2.
Tanggal 1 09 Oktober 1996.

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Drs, BASRI INTIP.
Pembina Utama MD Nip : 440005199,



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKAL PINANG.

NOMOR : 01 TAHUN 1996.
TANGGAL : 18 JANUART 1996.

TENTANG ¢ PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PEN-
DUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFOR
MASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DATLAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANG-
KAL PINANG.

BENTUK DAN KOMPOSISI NIK SERTA ISI BUKU/FORMULIR

LAPORAN KEPENDUDUKAN .

J. BENTUK DAN KOMPOSISI NIK.

NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan cara peng
isian sebagai berikut :

1).

2),

6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah Pener
bitan NIK dengan isi Kode Wilayah sebagai tercantum
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Ta~
hun 1995 tentang Prosedur dan Tatacara Penyelengga~
raan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Informasi
Manajemen Kependudukan, yang terdiri dari :

= Kode Wilgyah Propinsi Daerah Tingkat I .sepanjang
2 (dua) digit yaitu digit ke-1 dan digit ke=2,

- Kode Wilayah Daerah.?Pingkat II sepanjang 2 (dua)
digit yaitu digit ke-3 dan digit ke—4.

~ Kode Wilayah Kecamatan sepanjang 2 (dua)  -digit
yaitu digit ke-5 dan digit ke-=6,

6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lshir peme=

gang NIK, yang terdiri dari :

- Tanggal Lahir sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit
ke~7 dan digit ke~9, dengan ketentuan sebagai
berikut 3

-~ Penduduk dengan jenis Kelamin Lakielaki, tang-
gal Kelahiran tetap,

= Penduduk dengan jenis Kelamin Perempuan, tang—

gal Kelahiran ditambah dengan 40. :

’ 43~
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~ Bulan Kelahiran sepanjang 2 (dva) digit yaitu di-
git ke~9 dan digit ke-10.

- Tahun Kelahiran sepanjang 2 (dua) digit yaitu di-
git ke-11 dan digit ke-12.

- 3). 4 (empat) digit terakhir merupakan Nomor . Urut
Pengeluaran NIK, yang akan di;kelua.rkan secara
Otomatis,

II, BENTUK ISI DAN LAPORAN KEPENDUDUKAN,

- 1. Bentuk dan isi Buku Induk Penduduk adalah sebagai-
mena tertera dalam Lampiran : II-A Model : IK~01,

2, Bentuk dan isi Buku Induk Penduduk Sementara ada -
lah sebagaimana. tertera dalam lampiran : II-B Mo -
del : IE-02,

3. Bentuk dan isi Buku Mutasi Penduduk adalah sebagal
mana tertera dalam Lampiran : II-C Model : IK-03,

4. Bentuk dan isi Buku Mutasi Penduduk Sementara ada~

- lah sebagaimana tertera dalam Lampiran : II-D Mo=
del : LK~04,.
5 5. Bentuk dan isi Laporan Kependudukan adalah sebagai

mzna tertera dalam Lampiran : II-E Model :$IX=05,

6. Bentuk dan isi Laporan Kependudukan WNRI adalah
sebagaimana tertera dalam Lampiran : II-F  Model:
IX-06,

7. Bentuk dan isi Laporan Kependudukan Orang Asing
adalah sebagaimana yang tertera dalam Lampiran - s
II-G Model : LK-07,.

8. Bentuk dan isi Laporan Kependudukan WNRI + Orang
Asing adalah yang tertera dalam Lampiran : II - H
Model : IK-08,

WALIXOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT IJ PANGKAL PINANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II cap / dto,
PGy ERLAG,
Cap/ dto
ABDUL AZ1Z LUBIS.

Drs, H. SOFYAN REBUIN,
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Dengan Surat Keputusan Gubernur XKdh Tk.I SS
Tanggal : 28 Pebruari 1996.
Nomor ¢ 091/SK/Iv/1996. .
Sekretaris Wilayah Daerah
Ub, Kepala Bagian Hukum

Cap / dto,

S. BUSTAM ABUNAWAR, SH.
Pembina Tk.I Nip : 440009191 :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkal Pinang.

Nomorx : 11 Tahun 1996,
Seri : 09 Oktober 1996

Sekretaris Kotamadya,
Cap / dto,

Drs. BASRI INTIP.-
Pembina Utama MD Nip : 440005199,



